
 

 

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) 

KOTA BOGOR  

TAHUN 2024  

 

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO 

 

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari 

berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak 

swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. 

 

Capaian kinerja makro yang diperoleh Kota Bogor Pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :  

 

No Indikator Kinerja Makro Capaian 

Kinerja Tahun 

N-1 

Capaian 

Kinerja 

Tahun N 

Laju 

Kinerja 

 

1. 

Indeks Pembangunan 

Manusia 

78.36 79.03 0.855 

2. Angka Kemiskinan 6.67 6.53 -2,099 

3. Angka Pengangguran 9.39 8.13 -13.419 

4. Pertumbuhan Ekonomi 5.1 5.58 9.412 

5. Pendapatan per Kapita 53.239 Belum Rilis   na  

6. Ketimpangan  Pendapatan 0.464 0.477 2.802 

Sumber data : BPS Kota Bogor 



 

 

 

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR 

 

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran 

dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan 

pelayanan dasar, termasuk di antaranya : 

 

1. Urusan Pendidikan 

 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Bogor pada tahun 2024 

berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

No Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian Kinerja 

    Tahun 2024 

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 

5-6 tahun yang berpartisipasi dalam 

PAUD (IKK 1.a.1) 

55,68 69,73 

2. Tingkat partisipasi warga negara usia 

7-12 tahun yang berpartisipasi dalam 

pendidikan dasar (IKK 1.a.2) 

99,00 99,55 

3. Tingkat partisipasi warga negara usia 

13-15 tahun yang berpartisipasi dalam 

pendidikan menengah pertama (IKK 

1.a.3) 

90,2079408 91,2096992 

4. Tingkat partisipasi warga negara usia 

7-18 tahun yang belum menyelesaikan 

pendidikan dasar dan menengah yang  

berpartisipasi dalam pendidikan 

kesetaraan (IKK 1.a.4) 

77,61 81,82 

 

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan 

Realisasi   belanja    Urusan Pendidikan di   Kota Bogor  Tahun  2024  sebesar              

Rp. 782.323.664.578 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :  

1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) 

2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

3) Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 

 

C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Beberapa  permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kota  Bogor 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan di Bidang PAUD Dikmas 

a. Masih rendahnya honor guru PAUD. 

b. Belum meratanya keberadaan TK Negeri di setiap kecamatan di Kota 

Bogor. 

c. Belum meratanya PKBM di setiap Kelurahan. 

2. Permasalahan di Bidang Sekolah Dasar (SD) 

a. Kurangnya Tenaga Pendidik tingkat Sekolah Dasar 

b. Jadwal  kegiatan  minat  bakat  (lomba  akademis  dan  non  akademis)  dari 

Kemendikbudristek yang tidak tentu (belum pasti). 

c. Mekanisme dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih 

harus dievaluasi 

3. Permasalahan di Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

a. Belum meratanya keberadaan SMP Negeri di setiap kecamatan di Kota 

Bogor. 



 

b. Jadwal  kegiatan  minat  bakat  (lomba  akademis  dan  non akademis)  dari 

Kemendikbudristek yang tidak tentu (belum pasti). 

c. Mekanisme dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih harus 

dievaluasi. 

d. Kurangnya Tenaga Pendidik tingkat Sekolah Menengah Pertama 

4. Permasalahan di Bidang Sarana Prasarana 

a. Belum meratanya fasilitas pendukung sekolah seperti Lab, Perpustakaan 

baik di jenjang SD dan SMP. 

b. Keterbatasan anggaran sehingga tidak semua sekolah dengan kondisi 

kerusakan ringan, sedang maupun berat dapat diperbaiki. 

 

2. Urusan Kesehatan 

 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Bogor pada tahun 

2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

No Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian Kinerja 

Tahun 

2024 

1 Rasio daya tampung Rumah Sakit 

Rujukan (IKK 1.b.1) 

2.8752012 2,922801 

2 Persentase RS Rujukan Tingkat 

kabupaten/kota yang terakreditasi 

(IKK 1.b.2) 

100 100 

3 Persentase ibu hamil mendapatkan 

pelayanan kesehatan ibu hamil 

(IKK 1.b.3) 

100 100 

4 Persentase ibu bersalin mendapatkan 

pelayanan persalinan (IKK 1.b.4) 

99.2258555 100 

5 Persentase bayi baru lahir 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir 

(IKK 1.b.5) 

100 100 

6 Cakupan pelayanan kesehatan balita 

sesuai standar (IKK 1.b.6) 

99.8293776 100 

7 Persentase anak usia pendidikan 

dasar yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar (IKK 1.b.7) 

100 94,6348666 

8 Persentase orang usia 15-59 tahun 

mendapatkan skrining kesehatan 

sesuai standar 

(IKK 1.b.8) 

100 94,7953251 

9 Persentase warga negara usia 60 

tahun ke atas mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar (IKK 1.b.9) 

78.9052143 77,4278926 

10 Persentase penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar (IKK 1.b.10) 

100 100 

11 Persentase penderita Diabetes 

Melitus (DM) yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar 

(IKK 1.b.11) 

100 100 

12 Persentase ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

jiwa sesuai standar (IKK 1.b.12) 

100 100 



 

13 Persentase orang terduga TBC 

mendapatkan pelayanan TBC sesuai 

standar (IKK 1.b.13) 

100 100 

14 Persentase orang dengan resiko 

terinfeksi HIV mendapatkan 

pelayanan deteksi dini HIV sesuai 

standar (IKK 1.b.14) 

100 100 

 

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan 

Realisasi belanja Urusan Kesehatan  di Kota Bogor  

Tahun 2024  sebesar Rp. 252.158.937.316 dengan program/kegiatan unggulan 

sebagai berikut: 

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 

3. Program Sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman 

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

 

 

C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Permasalahan  yang  dihadapi  untuk urusan  Kesehatan di Kota  Bogor Tahun 2024 

terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan pada setiap Indikator yakni terdapat 

sasaran (by name by adress) yang sudah tidak berdomisili di Kota Bogor.  

 

3. Urusan Pekerjaan Umum 

 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kota Bogor  pada 

tahun 2024  berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

 

 

No Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian Kinerja 

Tahun 

2024 

1. Rasio luas kawasan permukiman 

rawan banjir yang terlindungi oleh 

infrastruktur pengendalian banjir di 

Wilayah Sungai Kewenangan 

Kab/Kota 

(IKK 1.c.1) 

61.0425844 64,2143906 

2. Rasio luas kawasan permukiman 

sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, 

dan akresi yang terlindungi oleh 

infrastruktur pengaman pantai di WS 

Kewenangan Kab/Kota 

(IKK 1.c.2) 

0 0 

3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan 

kabupaten/kota yang dilayani oleh 

jaringan irigasi (IKK 1.c.3) 

60.5820312 61,6171875 

4. Persentase jumlah rumah tangga yang 

mendapatkan akses terhadap air 

minum melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi terhadap rumah 

tangga di seluruh kabupaten/kota (IKK 

1.c.4) 

84.0446919 84,1232785 



 

5. Persentase jumlah rumah tangga yang 

memperoleh layanan pengolahan air 

limbah domestik  (IKK 1.c.5) 

78.4491032 79,4293917 

6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (IKK 

1.c.6) 

99.7734994 95,7894737 

7. Tingkat Kemantapan Jalan 

kabupaten /kota (IKK 1.c.7) 

89.8363876 90,0273585 

8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis 

yang memiliki sertifikat kompetensi 

(IKK 1.c.8.1) 

4.396728 5,3169734 

9. Rasio proyek yang menjadi 

kewenangan pengawasannya tanpa 

kecelakaan konstruksi (IKK 1.c.8.2) 

100 100 

 

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum 

Realisasi    belanja    Urusan    Pekerjaan    Umum    di Kota Bogor  Tahun 2024  

sebesar   Rp. 225.379.025.584 dengan program unggulan sebagai berikut: 

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 

4. Program Penyelenggaraan Penataan Tata Ruang 

5. Program Penataan Bangunan Gedung 

6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem  Drainase 

7. Program Penyelenggaraan Jalan 

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 

 

C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Beberapa-permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan terkait indikator Rasio luas kawasan permukiman rawan 

banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah 

Sungai Kewenangan Kab/ Kota, yaitu 

a. Kondisi topografi dan kontur kota bogor terutama yg dilalui 2 sungai besar 

yaitu sungai ciliwung - cisadane serta sungai lainnya menyebabkan 

tingginya resiko tanah longsor pada tebing sungai. 

b. Banyaknya bangunan yang berada di tebing sungai dan saluran 

menyebabkan ancaman  jiwa pada penghuni rumah terutama pada saat 

musim hujan. 

c. Kondisi geografis di beberapa wilayah utara ( Bogor Utara dan Tanah 

Sareal) yang relatif datar menyebabkan tingginya resiko banjir terutama 

pada saat musim hujan. 

d. Kesadaran masyarakat akan sampah masih rendah, sehingga banyak 

menyebabkan sumbatan dan sedimentasi pada saluran hingga 

menyebabkan banjir. 

e. Kewenangan penanganan sungai/ saluran lintas sektor antara Balai Besar 

Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, PSDA Provinsi Jabar dan Pemkot 

Bogor. 

 

 

 



 

2. Permasalahan terkait indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan 

kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi, yaitu: 

a. Perubahan sistem jaringan irigasi yg berubah fungsi lahan dan saluran 

drainase menyebabkan terjadinya banjir pada lokasi yg awalnya area 

persawahan menjadi permukiman. 

b. Kesadaran masyarakat akan sampah masih rendah, sehingga banyak 

menyebabkan sumbatan dan sedimentasi pada saluran hingga 

menyebabkan banjir. 

3. Permasalahan terkait Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan 

akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota, yaitu: 

a. Belum optimalnya  pengembangan dan pengelolaan SPAM. 

b. Rendahnya Kesadaran, peran, partisipasi, dan permintaan masyarakat 

terhadap sambungan baru. 

c. Keterbatasan alokasi anggaran baik dari APBN maupun APBD, dan belum 

optimalnya pendanaan alternatif lainnya. 

d. Belum optimalnya pemanfaatan pihak swasta dalam pemenuhan pelayanan 

air bersih. 

4. Permasalahan terkait Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh 

layanan pengolahan air limbah domestik, yaitu: 

a. Persebaran dan pemanfataan infrastruktur sanitasi yang belum optimal. 

b. Kurangnya kesadaran, permintaan, dan partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan rantai layanan sanitasi aman. 

c. Investasi dan intervensi pendanaan infrastruktur sanitasi juga masih belum 

efektif dan tepat sasaran 

5. Permasalahan terkait Rasio kepatuhan IMB Kab/ Kota, yaitu: 

a. Dalam pengukuran rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota, terdapat masalah 

yaitu data yang ditampilkan belum merupakan data pengawasan terhadap 

seluruh ijin PBG yang diterbitkan karena adanya keterbatasan jumlah dan 

kompetensi tenaga pengawas bangunan gedung di Kota Bogor.  

b. Jumlah staf yang menangani pengawasan bangunan sejumlah 6 orang 

pengawas sedangkan kebutuhan 18 orang (rata-rata 3 orang/ kecamatan). 

6. Permasalahan terkait Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten /kota, yaitu: 

a. Dalam menjaga proporsi kematapan jalan setiap tahunnya terhadap umur 

layan jalan, perlu dilaksanakan program penyelenggaraan Jalan, antara 

lain:  

- Survey kondisi jalan tahunan dan penyusunan dokumen rencana teknis 

jalan; 

- Kegiatan pemeliharaan rutin jalan; 

- Kegiatan pemeliharaan berkala jalan; 

- Kegiatan peningkatan/ rekonstruksi jalan. 

b. Untuk mendukung kegiatan diatas perlu adanya modernisasi alat berupa 

cold milling machine, finisher, jack hammer, serta peralatan lainnya. 

7. Permasalahan terkait Jasa Konstruksi, yaitu: 

a. Dalam pengukuran rasio penyedia jasa yang berkondite baik, terdapat 

masalah yaitu data yang ditampilkan belum merupakan data semua 

penyedia yang sudah dinilai di aplikasi SIKAP karena belum semua 



 

penyedia dinilai oleh PPK pekerjaan konstruksi, data penyedia yang dinilai 

di aplikasi SIKAP tidak memunculkan nama badan usaha sebagai penyedia 

pekerjaan konstruksi sehingga perlu mendata badan usaha penyedia jasa 

konstruksi secara manual di LPSE. 

b. Keterbatasan personil dalam melakukan pengawasan tertib usaha, tertib 

pelaksanaan dan tertib pengawasan jasa konstruksi sesuai 

kewenangannya di Kota Bogor. 
 

4. Urusan Perumahan  

 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan perumahan yang diperoleh oleh Kota Bogor pada tahun 

2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

No Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian Kinerja 

Tahun 

2024 

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah 

layak huni bagi korban bencana 

kabupaten/kota (IKK 1.d.1) 

100 100 

2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah 

layak huni bagi masyarakat 

terdampak relokasi program 

pemerintah kabupaten/kota (IKK 

1.d.2) 

0 0 

3. Persentase kawasan permukiman 

kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota 

yang ditangani  (IKK 1.d.3) 

6.1647184 38,3494677 

4. Berkurangnya jumlah unit RTLH 

(Rumah Tidak Layak Huni)  (IKK 

1.d.4) 

7.1773572 5,4301423 

5. Jumlah perumahan yang sudah 

dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum) (IKK 1.d.5) 

56.054398 10,3356253 

 

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan  

Realisasi belanja Urusan Perumahan  di Kota Bogor  

Tahun 2024  sebesar Rp. 196.881.037.983,- dengan program unggulan sebagai 

berikut :  

1. Program Pengembangan Perumahan  

2. Program Kawasan Permukiman  

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh  

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 

5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) 

 

C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Beberapa  permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan di Kota Bogor  

Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Keterbatasan lahan untuk relokasi korban bencana, banyak lokasi yang 

terdampak bencana merupakan daerah rawan dan tidak layak untuk dihuni 

kembali. 

2. Penyediaan  Rumah Layak Huni bagi korban bencana melibatkan berbagai 

pihak dalam hal ini Pemerintah Daerah, BPBD, Kementerian PUPR, serta 

organisasi non Pemerintah, yang menyebabkan pelaksanaan program 

bantuan perumahan menjadi terhambat.  



 

3. Keterbatasan hunian di Rusunawa untuk relokasi korban bencana dan 

relokasi program pemerintah lainnya. 

4. Belum optimalnya kolaborasi dalam penanganan kumuh baik antar OPD dan 

Masyarakat 

5. Belum adanya Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana 

pembangunan kota yang berkesinambungan oleh OPD terkait; 

6. Banyak usulan bantuan RTLH dari warga yang belum sesuai dengan juknis 

sehingga tertolak di aplikasi SAHABAT. 

7. Belum maksimalnya pemberian bantuan RTLH karena adanya tumpang tindih 

program perbaikan rumah sejenisnya. 

8. Banyak perumahan dibangun dengan PSU yang belum memenuhi stanadar 

teknis, baik kualitas PSU maupun total luasan PSU. 

9. Banyak Perumahan yang terbengkalai karena pengembang tidak dapat 

ditemukan atau menyatakan telah pailit, sehingga kewajiban pemenuhan PSU 

dan sebagainya tidak terpenuhi. 

10. Terdapat perumahan yang dibangun tidak sesuai dengan Site Plan yang telah 

disetujui pada saat pengajuan izin. 

11. Kurangnya koordinasi antara Pihak Swasta, Pemerintah dan masyarakat 

dalam pengembangan PSU. 

 

5. Urusan Trantibum Linmas 

 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan trantibum linmas yang diperoleh oleh Kota Bogor  pada 

tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

 

 

No Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 

Tahun N-1 

Capaian Kinerja 

Tahun N 

1 Persentase Gangguan Trantibum 

yang dapat diselesaikan (IKK 1.e.1) 

100 100 

2 Persentase Perda dan Perkada yang 

ditegakkan (IKK 1.e.2) 

100 100 

3 Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan informasi 

rawan bencana (IKK 1.e.3) 

100 13,3294867 

4 Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan pencegahan 

dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana (IKK 1.e.4) 

100 7,5987887 

5 Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan penyelamatan 

dan evakuasi korban bencana (IKK 

1.e.5) 

100 100 

6 Persentase pelayanan 

penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran (IKK 1.e.6) 

100 100 

7 Waktu tanggap (response time) 

penanganan kebakaran (IKK 1.e.) 

11.91 10,75 

 

 

 

 

 



 

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas 

1. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) 

Realisasi   belanja   Urusan   Trantibum Kota Bogor   Tahun 2024 sebesar Rp. 

48.350.053.690 dengan Program unggulan yaitu Peningkatan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, melalui kegiatan 

sebagai berikut:  

a. Kegiatan  Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/Kota. 

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Realisasi   belanja   Urusan Bencana Kota Bogor Tahun 2024  Rp. 

8.518.977.715 dengan program unggulan yaitu Program Penanggulangan 

Bencana  

3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) 

Realisasi   belanja   Urusan  Trantibum Kota Bogor Tahun 2024  sebesar Rp. 

16.597.509.998 dengan program/kegiatan unggulan Program Pencegahan, 

Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non 

Kebakaran 

 

C. Permasalahan Yang Dihadapi 

1. Permasalahan  yang  dihadapi  untuk  urusan  Trantibum Linmas dalam urusan 

Trantibum di Kota Bogor  Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

a. Pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan kebijakan daerah, 

ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.  

b. Keterbatasan daya tampung tempat di Kota Bogor dengan adanya 

keberadaan PKL.  

c. SDM personil yang masih perlu peningkatan kapasitasnya  

d. Jumlah PPNS yang belum memadai 

e. Sarana dan Prasarana masih belum refresentatif untuk mendukung 

kegiatan.  

f. Minimnya dukungan anggaran untuk urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman ketertiban umum 

dan perlindungan masyarakat 

2. Permasalahan  yang  dihadapi  untuk  urusan Trantibum Linmas dalam urusan 

Bencana di Kota Bogor  Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

a. Terdapat kesenjangan antara luasnya tugas pokok dan fungsi BPBD 

dalam penanggulangan bencana dengan ketersediaan sumber daya 

aparatur yang masih terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, 

sehingga kinerja belum optimal. 

b. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Bogor masih 

terkendala oleh beberapa faktor diantaranya kapasitas sumber daya 

manusia dalam melakukan penilaian kerusakan yang masih terbatas, 

serta keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah daerah. 

c. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk ikut 

serta secara aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana 

termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.  

3. Permasalahan  yang  dihadapi  untuk urusan  Trantibum Linmas dalam urusan  

Pemadam Kebakaran di Kota Bogor Tahun 2024 adalah : 

a. kondisi gedung pos pemadam kebakaran,  

b. kondisi kendaraan yang kurang secara kuantitas maupun. 

c. kondisi serta sarana dan prasarana penunjang lainnya yang belum 

memadai.  



 

d. kompetensi petugas pemadam kebakaran yang sebagian besar belum 

mengikuti Diklat Dasar Pemadam Kebakaran.



 

 

6. Urusan Sosial  

 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian  kinerja  urusan  sosial  yang  diperoleh Kota Bogor pada tahun 2024  

berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :  

 

No Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian Kinerja Tahun 

2024 

1. Persentase (%) penyandang 

disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar 

dan gelandangan 

pengemisyang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di luar 

panti (Indikator SPM) 

(IKK 1.f.1) 

100 100 

2. Persentase korban bencana 

alam dan sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya pada saat 

dan setelah tanggap darurat 

bencana daerah 

kabupaten/kota (IKK 1.f.2) 

100 100 

 

 

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial 

Realisasi Belanja Urusan Sosial  Di Kota Bogor Tahun 2024 Sebesar Rp. 

16.995.772.931 Dengan Program/Kegiatan Unggulan Sebagai Berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2. Program Rehabilitasi Sosial 

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 

4. Program Penanganan Bencana 

5. Program Pemberdayaan Sosial 

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 

 

C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Beberapa isu-isu permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kota Bogor 

Tahun 2024 dalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 

2024, 533 dari 655 orang PPKS bukan warga Kota Bogor. 

2. Masih rendahnya alokasi lowongan pekerjaan baik dari Pemda maupun 

BUMD dan Swasta bagi Penyandang Disabilitas, hal ini sedang ditangani 

oleh Dinas Sosial Kota Bogor melalui penyusunan Peraturan Wali Kota Bogor 

sebagai turunan dari peraturan Daerah No.2 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas. 

3. Masih rendahnya sarana dan prasarana penanganan PPKS non Panti di 

Kota Bogor antara lain: 

a. Kurang memadainya sarana dan prasarana di Rumah Singgah milik 

Dinas Sosial Kota Bogor. 

b. Masih tidak layaknya mobil operasional untuk penjangkauan dan 

evakuasi PPKS di jalan. 

c. Kelengkapan pelaksanaan tugas bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) 

Rehabilitasi sosial yang masih kurang. 

4. Belum adanya panti ODGJ milik Pemerintah di Kota Bogor.  



 

5. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dan kemitraan 

dengan pihak swasta (LSM,NGO, dan Perusahaan melalui CSR-nya) untuk 

menangani masalah masalah sosial. 

6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum valid, pada 393.270 orang 

di 144.915 KK penerima masih banyak ditemukan orang mampu (didukung 

evidence) yang ternyata menerima bantuan Sembako dan PBI, sehingga 

program bantuan tidak tepat sasaran. 

7. Mental Kelompok Penerima manfaat (KPM) yang nyaman dengan berbagai 

bantuan sehingga bantuan sosial di Kota Bogor tidak turun. 

8. Kondisi ekonomi Kota Bogor masih terdapat 74.950 orang miskin di Kota 

Bogor, dimana 13.755 orang miskin esktrim, yang berdampak pada 

kehidupan sosial seperti banyaknya pengemis, gelandangan dsb. Dari total 

jumlah penduduk miskin ekstrim 13.755 tersebut berdasarkan latar belakang 

pendidikan sebanyak 739 orang tidak tamat SD, 5.700 hanya tamat SD,  

sebanyak 3.700 tamat SMP dan 3.300 tamat SMA sehingga pemberdayaan 

kelompok miskin ini menjadi sangat sulit karena keterbatasan dari akses ke 

tempat tempat kerja. 

9. Terkait kebencanaan, permasalahan yang dihadapi antara lain: 

a. Terbatasnya penyediaan Kebutuhan Khusus bagi korban bencana alam 

dan sosial Kelomp[ok Rentan seperti Lansia, Wanita Hamil, Balita dan 

Bayi, serta Disabilitas pada saat masa tanggap darurat bencana 

b. Kurangnya Tenaga Ahli yang menguasai Ilmu Psikologi Sosial dalam 

Penanganan Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pasca 

Bencana, 

c. Kurang nya peralatan pendukung dalam pelaksanaan penyediaan 

tempat pengungsian pada masa tanggap darurat bencana. 

d. Tidak adanya tenaga profesional bidang kebencanaan (Jabatan 

Fungsional). 

e. Belum adanya sistem pencatatan logistik barang bantuan Sosial bagi 

Korban Bencana. 

f. Sarana dan Prasarana pendukung (Kendaraan opoerasional, alat 

kelengkapan dan keamanan saat penanganan bencana) yang belum 

lengkap tersedia. 

g. tidak adanya tempat khusus untuk penampungan pengungsi Korban 

bencana Alam atau Sosial dari Dinsos ataupun Pemerintah. 

h. Belum adanya contact center terkait pengaduan bencana di Dinas 

Sosial. 

 

 3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN SEBELUMNYA 

 

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang 

hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Tahun 2023 Atas LPPD Tahun 2022  

Kota Bogor berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3.425 dengan status 

kinerja tinggi 

 

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya Berdasarkan Laporan 

Nomor  24A/LHP/XVIII.BDG/05/2024 dan Nomor 24B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 Kota  Bogor 

berhasil mendapatkan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 , yang 

berarti Kota Bogor mendapat opini atas kewajaran Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 

dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundangan-undangan. Dengan ini Kota Bogor mendapatkan WTP ke 8 

(delapan) kalinya pada Tahun 2024.  

 



 

 

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH 

 

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Unaudited) Tahun 2024 

Realisasi Pendapatan Kota Bogor  Tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 3.170.574.255.107,24 

dan Realisasi Belanja Kota Bogor Tahun 2024 mencapai Rp. 3.178.466.775.068 

 

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Bogor 

Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut : 

  

PENDAPATAN DAERAH 

 

Kode Rekening Jenis Pendapatan 
 

Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

4.1.01 

 

Pajak Daerah 984.800.000.000 973.768.860.850 98,88 

4.1.02 Retribusi Daerah 417.231.785.419 417.445.452.990,24 100,05 

4.1.03 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

34.537.163.762 34.287.164.524 99,28 

4.1.04 Lain-lain PAD yang 

Sah 

24.531.114.681 33.194.600.945 135,32 

4.2.01 Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 

1.380.642.513.566 1.369.427.755.442 99,19 

4.2.02 Pendapatan Transfer 

Antar Daerah 

350.967.470.646 342.450.420.356 97,57 

Jumlah 

Pendapatan 

Daerah 

 3.192.710.048.074 3.170.574.255.107,24 99,31 

 

BELANJA DAERAH 

 

Kode Rekening 
 

Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

5.1 

 

Belanja Operasi 2.846.195.789.921 2.774.246.174.564 97,47 

5.2 

 

Belanja Modal 426.595.630.347 400.371.906.619 93,85 

5.3 Belanja Tidak 

Terduga 

6.359.952.269 2.187.943.885 34,40 

5.4  

 

Belanja Transfer  1.660.750.000 1.660.750.000 100 

Jumlah Belanja 

Daerah  

 3.280.812.122.537 3.178.466.775.068 96,88 

 

 

5. INOVASI DAERAH 

 

 Berdasarkan  Database  Inovasi  Daerah Kota Bogor pada Tahun 2024 memiliki inovasi daerah 

sebagai berikut :  

 

NO INOVATOR NAMA INOVASI INSTANSI 

1 Nindya Kurnia Aprinita, Skm “GEMA SINTARO” (Gerakan 
Masyarakat Hidup sehat 
Bersama komunitas 
SINTARO) 

UPTD Puskesmas Tanah 
Sareal 



 

2 Wardhani 2P - PAKUAN PRIMA DISDUKCAPIL Kota Bogor 

3 Dr. Ahmad Danial, Dr. Wida 
Widiawati, Dr. Putut Qadar 
Prihaji, Bd. Adinda, Prawitra 
Azhari Roby 

A.U.S ( Afternoon USG 
Services) 

UPTD Puskesmas Cipaku 

4 Davin Tiska Abriani Alat Destilasi Sederhana dari 
Barang Bekas untuk Kegiatan 
Praktikum Kimia Terpadu 

SMK-SMAK Bogor 

5 Dessy Sundari Suhendar AMEL DILIHAT (AYO 
MELAHIRKAN DI FASILITAS 
KESEHATAN) 

Puskesmas Mulyaharja 

6 Dr. Ahmad Danial, Dr.Wida 
Widiawati, Dr. Putut Qadar P, 
Bd. Liana Fajar I, Prawitra 
Azhari Robby, Bd. Adinda 

ANJELIN (Antar Jemput 
Persalinan) 

UPTD Puskesmas Cipaku 

7 Bkpsdm Kota Bogor Aplikasi AUSEP BKPSDM Kota Bogor 

8 Riko Andili.Amd.Rmik , Helmi 
Riyaldi.Amd.Kep 

BOM TPT (Berantas dengan 
Obat Masal Terapi 
Pencegahan Tuberkulosis) 

UPTD Puskesmas Pondok 
Rumput 

9 Ruth Gledy DARLING (Data Diare 
Lengkap Jaringan dan 
Jejaring) 

Puskesmas Bogor Utara 

10 Vira Aulia Panca Rama 
Danny 

Data Stunting Terintegrasi 
Puskesmas Bogor Tengah 

Puskesmas Bogor Tengah 

11 Alvina Maesaroh Adestya, 
A.Md.Ak 

Deri Si Irit (Deteksi Risiko 
Hipertensi dengan Hematokrit) 

UPTD Puskesmas Pulo 
Armyn 

12 Dr. Zatuilla Zahra Meutia DETEKTIF TB (Deteksi 
Proaktif TB) 

UPTD Puskesmas Sempur 

13 Ridwan Armansyah Digitalisasi Informasi Sekolah 
Berbasis Akun Google 
Workspace for Education 
(GWE) 

SMP Negeri 13 Bogor 

14 Dheri Wiriadirama, S.Stp. 
(Ketua); Hotlan Jhon Meiti, 
S.T. ; Agih Pribadi Kusumah 
S.E., M.Si ; Mega Citra 
Arifani, S.Ip.,M.Tr.I.P ; 
Farhan Ersandy A.Md.M. ; 
Muhammad Aziz 
Hafiidhulhaq A.Md.M. ; Dani 
Darmawan S.I.P. 

e-Sewa BMD Badan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Bogor 

15 Dr. Muflihah Gardu SiHati (Gerakan 
Terpadu Atasi Hipertensi) 

UPTD Puskesmas Gang 
Kelor 

16 Dr.Maria Yuliana GEMAR ANTRI Puskesmas Bogor Selatan 

17 Risa Aprilia GEMINI (Grup Edukasi Ibu 
Hamil Puskesmas Mekar 
Wangi) 

Puskesmas Mekarwangi 

18 Puskesmas Merdeka GESIT TB Puskesmas Merdeka 

19 Siti Djulaeha,Amd.Kep HAYATI (Hati ini Hanya untuk 
TB) 

Puskesmas Tanah Sareal 



 

20 Dr. Maria Yuliana HAZI (Pertemuan Hari Zona 
Integritas) 

UPTD Puskesmas Bogor 
Selatan 

21 Dst….  

 

 

 

6. PENGHARGAAN  

 

Tahun 2024 tercatat 104 penghargaan diterima Pemerintah Kota Bogor dalam kaitan kinerja dan 

kiprah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Salah satunya adalah 

keberhasilan Pemerintah Kota Bogor meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 

8 (delapan) kali untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 yang diserahkan di tahun 2024. 

Berikut daftar penghargaan yang diterima pemerintah di tahun 2024: 

1. Meraih Juara Peringkat 1 dalam Lomba Video Penanggulangan TBC dari Kementerian 

Kesehatan untuk Puskesmas Gang Kelor, Kota Bogor 

2. Meraih Juara 3 se Jawa Bali Penghargaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 

(P2DD) dari Kemenko Bidang Perekonomian 

3. Meraih Juara 1 EvaLuasi Kotak Suara di Medan Air pada Masa Pemilu Tingkat Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2024 (Kegiatan Skill Competition Kesiapsiagaan Bencana pada Masa Pemilu 

2024 antar BPBD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jawa Barat) 

4. Meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  

5. Meraih Penghargaan Terbaik ke 2 untuk Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tingkat Provinsi Jawa 

Barat  

6. Meraih Predikat WTP Delapan Kali Berturut-Turut dari BPK Jawa Barat 

7. Meraih Juara Terbaik Ke-1 untuk Pengelolaan JFK Tingkat Provinsi Jawa Barat 

8. Meraih Juara Terbaik Ke-3 untuk  Pengelolaan Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan Tenaga 

Medis Tingkat Provinsi Jawa Barat 

 

 

9. Meraih Peringkat Ke-3 Kategori Pengelola Data VaksinTerbaik pada Aplikasi Smile Tingkat 

Provinsi Jawa Barat 

10. Meraih Juara Terbaik Ke-2 untuk Pengunggahan Calon Debitur KUR 2024 pada aplikasi 

SIKP Tingkat Provinsi Jawa Barat  

11. Meraih Juara Ke-3 untuk Kreasi Lomba Video SiJumo (Stunting, Imunisasi, Jumantik, dan 

PMO) Tingkat Provinsi Jawa Barat  

12. Meraih Juara Umum Pameran Pekan Kerajinan Jawa Barat 2024 (Dekranasda) 

13. Meraih Juara  Ke-2 Asset Award pada HUT Jawa Barat 2024  

14. Meraih Juara Kategori Umum Anugerah Pandu Negeri 2024 untuk Pemerintah Daerah 

dengan Kinerja dan Governansi Baik dari Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) 

15. Meraih Juara Ke-2 utnuk  Kategori Social Media Kota of The Year Humas Jabar Awards 2024 

16. Meraih Juara Terbaik ke-3 JDIH se Jawa Barat Tahun 2024 

17. Meraih Kota dengan Capaian Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas Terbaik di Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2024 

18. Dst … 



 

 


